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ABSTRAK

Dewi Oktavia, 201510115117, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pensiun Yang Tidak 
Mendapatkan Haknya Berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor  439K/Pdt-Sus/PHI/2015) , 
Jumlah 90 halaman, 2019.

Pembangunan nasional, khususnya bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk sebesar-besarnya
bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pekerja, contoh konrit seperti hak pekerja 
yang sudah memasuki usia pensiun yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pasal 167 Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, permasalahan tersebut adalah pada 
putusan nomor 439K/Pdt-Sus/PHI/2015. Pada penelitian ini permasalahan yang akan di bahas 
terkait pengugat Faerry Umintang yang di phk oleh PT. APLIKASI SERVIS PESONA tidak 
mendapatkan hak-haknya, atas berdasarkan pada Surat Pernyataan Bersama Nomor 178/ASP-
SPB/28-02/2014, dalam Putusan nomor 439K/Pdt-Sus/PHI/2015 Majelis Hakim menyatakan 
menolak pemohon tingkat kasasi. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian 
yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.

Kesimpulan Penelitian ini adalah hak pesangon pekerja yang memasuki pensiun yang 
seharusnya di kabulkan oleh majelis hakim yang berdasarkan pasal 167 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003  pada perkara peradilan hubungan industrial dalam putusan 
Mahkamah Agung nomor 439K/Pdt-Sus/PHI/2015.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penerapan Pasal 167 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003, Pekerja yang Tidak Mendapatkan Hak nya, Peradilan Hubungan  Industrial.

Pembimbing : 

Yulianto Syahyu.,SH,MH.
Sugeng.,SH,MH
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ABSTRACT

Dewi Oktavia, 201510115117, Legal Protection Against Retired Workers Who Do Not Get 
Their Rights Based on Article 167 of Act No. 13 of 2003 concerning Labor Law (Case Study 
of Judgment Number 439K / Pdt-Sus / PHI / 2015), Total 90 pages, 2019

National development, especially in the field of labor, is directed to the greatest possible 
extent for the prosperity and welfare of the working community, for example as the rights of 
workers who have entered retirement age that are not in accordance with the implementation 
of article 167 paragraph two of Law No. 13 of 2003 concerning employment. on the decision 
number 439K / Pdt-Sus / PHI / 2015. In this study the problems that will be discussed are 
related to the claimants of Faerry Umintang who were terminated by PT. APPLICATION OF 
PESONA SERVICE does not get its rights, based on the Joint Declaration Number 178 / 
ASP-SPB / 28-02 / 2014, in Decision number 439K / Pdt-Sus / PHI / 2015 the Panel of 
Judges stated that they refused the applicant for the cassation level.

In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical research 
method is a library research on secondary data.

Conclusion This study is the severance rights of workers entering retirement that should be 
granted by the panel of judges based on article 167 paragraph 2 of Act No. 13 of 2003 on 
industrial relations court cases in the Supreme Court decision number 439K / Pdt-Sus / PHI / 
2015.

Keywords: Law Enforcement, Application of Article 167 Paragraph 2 of Act Number 13 of 
2003, Workers Who Do not Obtain their Rights, Industrial Relations Court.

Advisor:

Yulianto Syahyu.,SH,MH.
Sugeng.,SH,MH

Perlindungan hukum terhadap..., Dewi Oktavia, Fakultas Hukum 2019



KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

berkah dan rahmatnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar serta dapat selesai tepat pada waktu yang 

ditetapkan. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pensiun 

Yang Tidak Mendapatkan Haknya Berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor  439K/Pdt-
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